SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi

tempat rekreasi dan olahraga yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

. bahwa dalam rangka evaluasi pelayanan guna pengembangan

tempat rekreasi dan olahraga, maka Tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditinjau kembalji;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan
Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
peninjauan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

12.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 2);

13.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 3);

14.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 6);

15.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

Pasal I

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. pelayanan tempat rekreasi di Taman Hiburan Pantai
Kenjeran :

1.

bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk
dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) hari senin sampai dengan hari jum’at, sebesar
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b) hari sabtu, minggu, libur nasional dan hari cuti
bersama, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah);

bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh)
sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat
potongan retribusi sebesar 15% (lima belas persen)
dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat
yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti
sebagai rombongan;

bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100
(seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan tersebut
pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan
dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;

b. pelayanan tempat rekreasi di Monumen Tugu Pahlawan
dan Museum Sepuluh Nopember :

1.

pelayanan tempat rekreasi di Monumen Tugu
Pahlawan, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali
masuk pada hari Insidentil, dikenakan retribusi
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

pelayanan tempat rekreasi di Museum Sepuluh
Nopember :

a) bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk
dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00
(delapan ribu rupiah);

b) bagi pelajar dan mahasiswa untuk 1 (satu) kali
masuk dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00
(tiga ribu rupiah);

c) bagi pelajar dan mahasiswa penduduk Kota
Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau pelajar dan
mahasiswa yang instansi  pendidikannya
berkedudukan di Kota Surabaya, dibebaskan dari
retribusi;
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d) bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh)
sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat
potongan retribusi sebesar 15% (lima belas
persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1,
dengan syarat yang Dbersangkutan dapat
menunjukkan bukti sebagai rombongan;

e) bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100
(seratus) orang, mendapat potongan retribusi
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat
yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti
sebagai rombongan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
termasuk premi asuransi.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd
Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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